UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG
DANA PENSIUN
[LN 1992/37, TLN 3477]

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56
(1) Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang
pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, atau
menjalankan kegiatan Dana Pensiun, tanpa mendapat pengesahan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4', Pasal 6%, dan Pasal 40°,

! pasal 4
Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia
tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri berdasarkan Undang-
undang ini, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada
Undang-undang tersendiri.
Penjelasan:
Pasal 4 Cukup jelas.
? pasal 6
(1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan Dana Pensiun kepada Menteri dengan
melampirkan:
a. peraturan Dana Pensiun;
b. pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada;
¢. keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima
titipan;
d. arahan investasi;
e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti;
f. surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
permohonan pengesahan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Dana Pensiun
tersebut wajib disahkan dengan keputusan Menteri dan dicatat dalam buku daftar
umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan
penolakan harus disertai alasan penolakannya.

(3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:
Pasal 6
Ayat (1)

Hurufa, b, ¢  Cukup jelas.

Huruf d. Arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus Dana Pensiun
dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun.

Huruf e. Laporan aktuaris diperlukan untuk mengetahui besarnya dana yang
diperlukan dan cara pemenuhannya. Pada saat pendirian Dana Pensiun
laporan ini diperlukan agar sejak awal diketahui konsekuensi
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diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:
Pasal 56 Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 57

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat

(3)*, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

pembiayaan bagi pemberi kerja, yang selanjutnya akan menjadi tolok
ukur komitmennya dalam penyelenggaraan program pensiun.
Huruf f. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mengatur
berbagai ketentuan seperti persyaratan tambahan yang harus dipenuhi
dalam pengajuan permohonan pengesahan, serta ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pengesahan.

% Pasal 40

(1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun
luran Pasti.

(2) Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun
Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan
asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan
pengesahan kepada Menteri, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

Penjelasan:

Pasal 40

Ayat (1) Penyelenggaraan Dana Pensiun dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak
anggota masyarakat yang tidak terikat dalam hubungan kerja dengan
perusahaan, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi peserta dari Dana
Pensiun Pemberi Kerja. Oleh karena itu bagi anggota masyarakat pekerja
mandiri dimungkinkan untuk memanfaatkan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi karyawan yang
terikat dalam hubungan kerja dengan suatu perusahaan untuk dapat pula
memanfaatkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan
kemampuannya.

Ayat (2), (3) Cukup jelas.

4 Pasal 31

(2) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya
sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

(3) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau
diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga
yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang
dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:

a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
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Penjelasan:
Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang

Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta

dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan
pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59

Barangsiapa dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku
catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapus-
kannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen
atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau meng-
hilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut,

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,

dan Pasal 59 adalah kejahatan.

Penjelasan: Pasal 60 Cukup jelas.

b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki
oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus,
penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana
Pensiun yang bersangkutan;

C. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke
samping, termasuk menantu dan ipar.

Penjelasan:

Pasal 31

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan peserta dari
praktek yang mengandung konflik kepentingan yang merugikan Dana
Pensiun. Yang dimaksud dengan “pejabat” dalam huruf ¢ adalah pegawai
dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan usaha badan yang bersangkutan.



